BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik

kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1.

Perbedaan kedudukan hukum pekerja paruh waktu denganpekerja
tetap dalam hal mengalami kecelakaan kerja dari perspektif yuridis,
berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa
Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya,selanjutnyadari kajian terhadapkondisi
hak-hak pekerja pada umumnya dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak terdapat perbedaan
kedudukan hukum.Mengingat pekerja paruh waktu dan pekerja
tetap juga termasuk ke dalam kategori pekerja pada umumnya.
Sama halnya bila terjadi kecelakaan kerja,dimanaperlakuan pada
saat pekerja paruh waktu mengalamiterjadinya kecelakaan kerja
akan sama dengan pekerja tetap,sesuai dengan ketentuan
dalamUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan
Kerja yang mana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a, dan
Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2003  Tentang
KetenagakerjaanPasal 86 dan Pasal 87. Sehingga secara yuridis
kedudukan hukum yang dimiliki oleh Pekerja Paruh Waktu sama
dengan pekerja tetap dalam menghadapi kecelakaan Kkerja.
Berdasarkan hal tersebut dapat mamatahkan pendapat dari Binus
University yang menyatakan bahwa Pekerja Paruh waktu tidak
memiliki perlindungan hukum di bidang keamanan, kesehatan, dan
keselamatan Kkerja, dan jaminan sosial. Serta mempertegas

bahwasannya kedudukan hukum yang dimiliki pekerja paruh waktu
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B. Saran

dan pekerja tetap adalah sama dan tidak ada perbedaan pada saat
mengalami sebuah kecelakaan kerja.

Perlindungan hukum bagi pekerja paruh waktu apabila terjadi
kecelakaan kerja berdasarkan ketentuanketenagakerjaan yang
berlaku adalah diberlakukan sama dengan pekerja pada umumnya
olen karena undang-undang tidak membedakan antara pekerja
paruh waktu dengan pekerja pada umumnya, sehingga dilihatdari
frasa “setiap pekerja/buruh” dapat diartikan bahwa semua pekerja
tanpa terkecuali termasuk pekerja paruh waktu berhak yang terkait
dalam hal ini adalah menerima perlindungan hukum bila terjadi
kecelakaan kerja, sehingga apabila terjadi sebuah kecelakaan kerja
pada pekerja paruh waktu maka, pemberi kerja tetap memberikan
pertanggungjawaban yang sama tanpa membedakan jenis dari
pekerja itu sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh
pemberi kerja atas kecelakaan kerja yang terjadi kepada pekerja

paruh waktu yaitu perlindungan atas keselamatan dan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan

saran penelitian sebagai berikut:

1.

Bagi pemerintah pusat diharapkan sebagai pembuat peraturan agar
dapat membuat dan dapat memberikan penjelasan secara pasti
mengenai pekerja paruh waktu karena di dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tantang Ketenagakerjaan dan ketentuan
ketenagakerjaan lainnya tidak dijelaskannya mengenai definisi dan
perlindungan pekerja paruh waktu, sehinggadari definisi tersebut
dapat dijadikan dasar dalam memperjelas kedudukan hukum

danperlindungan hukum pekerja paruh waktu.
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Bagi pemerintah pusat dapatmelakukan ratifikasi ketentuan ILO
yang belum diratifikasioleh Indonesia dan harus mengkaji lebih
dalam dari ketentuan ketenagakerjaan lain mengenai perlindungan
hukum bagi pekerja parih waktu yang di karenakan oleh
pengaturan mengenai Pekerja Paruh Waktu secara yuridis juga
masih belum adadengan jelas dan disarankan untuk pemerintah
pusat agar dapat meratifikasi Part Time Work Convention No.
175karena sampai sekarang Indonesia belum meratifikasinya sama
sekali.

Disarankan bagi pemerintah pusat agar dapat melakukan sosialisasi
mengenai ketentuan hak-hak yang dimiliki dari pekerja paruh
waktu apabila mengalami suatu kecelakaan kerja.

Disarankan bagi pemerintah daerah agar dapat melakukan
sosialisasi mengenai ketentuan hak-hak yang dimiliki dari pekerja
paruh waktu apabila mengalami suatu kecelakaan kerja yang
berada di daerah.

Disarankan kepada pengusaha/pemberi Kkerja, dapatmenjamin
keamanan, keselamatan dan kesehatan para pekerjatermasuk
pekerja paruh waktu serta memberikan hak-hak pekerja sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar para
pekerja tetap mendapatkan perlindungan hukum.

Disarankan kepada masyarakat untuk dapat memahami resiko-
resiko yang ada pada saat bekerja, khususnya bila bekerja sebagai
pekerja paruh waktu yang masih tergolong bias atau tidak jelas dari
sisi pengaturan dan definisinya. Masyarakat khususnya dengan
status pekerja/buruh diharapkan dapat mengetahui hak-hak nya
sebagai pekerja paruh waktu,terutama saat mengalami kecelakaan
kerja sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan hukum.
Disarankan kepada para pekerja paruh waktu hendaknya bagi

pekerja dengan status paruh waktu ini saat menjalankan sebuah
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hubungan kerja agar lebih teliti dan berhati-hati lagi pada saat
membuat perjanjian kerja, dan memperhatikan klausul-klausul
mengenai hak-hak yang mereka dapatkan sebagai pekerja sehingga
saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan pada
saat kerja hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh

pengusaha/ si pemberi kerja.
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